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PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMORa! TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang
tertib dan untuk mendukung good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan diperiukan standar biaya umum yang mengatur harga
satuan dalam penggunaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2014;

. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperiancar pelayanan di

RSUD Kabupaten Lamandau Standar Biaya Umum yang dimaksud pada
poin a dikhususkan untuk menunjang pelayanan di RSUD Lamandau;

bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, periu membentuk dan
menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Standar Biaya Umum
di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi
Kalimantan Tengah {Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4180);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
7,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



10.

11.

14

16.

17,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambpahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nemor 41, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4080},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
85 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110});

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerzh (Lembaran Negara Repubtik indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja instansi Pemerinlah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
4816);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ientang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesta Nomor 5165},

. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 lentang Perubahan Alas

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menieri Daiam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ientang

Petunjuk Tehknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/Xi/2005 tentang

Crganisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerinlahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabhupaten | amandau {Lembaran Daerah Kabupaten L amandau Tahun
2008 Nomor 27 Sen E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Momor 27);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29,
Tambazhan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 28 Sen B)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
tamandau Nomor 11 Tahun 200¢ fentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Crganisasi Dan Tata Xerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau
{Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 23 Seri D),

el
[{a)

. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
{Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaien Lamandau Nomor 31 Seri Dy,

20. Peraturan Daerair Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang

Pokok-Pokok Pengelolean Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61 Sern A),

MEMUTUSKAN :

Vienetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR

BIAYA KHUSUS RUMAH SAKIT UMURM DAERAH LAMANDAU.

BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ¢
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Daerah adaiah Kabupaten Lamandau;
Pemerintahan Daergh adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintzh
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip ctonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia;
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat DPaerah sebagai Unsur
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Bupati adaiah Bupatli Lamandau;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnva disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
Rumah Sakit Umum Daerah. yang selanjutnya disingkat RSUD adaiah Rumah Sakit Umum
Daerah Lamandau,
Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;

tandar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan
anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Keria Perangkat daerah (RKA-SKPD) baik
standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran,
Standar Biaya masukan adalah satuan biava berupa harga satuan, tarif dan indeks yang
digunakan unfuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan,
Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah
keluaran kegiatan yang merupakan akumuiasi biaya komponen masukan kegiatan;
Harga Satuan adalah nilai suatu barang vang ditentukan pada waktu tertentu untuk
menghitung biaya komponen masukan kegiatan;
Tarif adalah pilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya
komponen masukarn kegiatan,
Indek biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barangfiasa
masukan untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;



14. indek biaya keiuaran adaiah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen
masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan,;

15. Total biaya keluaran adalah besaran biaya dari satu keiuaran tertentu yang merupakan
akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB ii
STANDAR BIAYA MASUKAN DAN BIAYA KELUJARAN
Pasai 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 terdin dari :

a.
b.

-

N

‘0.}

N

Standar Biaya Masukan Kegiatan Tghun Anggaran 2014, dan
Standar Biaya Keiuaran Kegiatan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud daiam pasai 2
huruf a, berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen
masukan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD serta pelaksanaan anggaran
tahun 2014,

Seiain perfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka peiaksanaan
kegiatan standar biaya masukan tahun anggaran 2014 merupakan batas tertinggi.

Apabiia besaran satuan harga yang diietapkan dalam Siandar Biaya Tahun Anggaran 2014
lebih tinggt dari besaran harga satuan dalam DPA SKPD maka yang menjadi acuan adalah
besaran daiam DPA SKPD.

Apabila besaran satuan harga yang ditetapkan dalam standar Biaya tahun Anggaran 2014
lebih kecil darn besaran harga satuan daiam DPA SKPD maka yang menjadi acuan adaiah
hasaran dalam Standar Biaya Tahun Anggaran 2014,

Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adaiah
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ! yang tidak terpisahkan dari Peratuaran Bupati
ini.

Pasal 4

. Standar Biaya Reluaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

huruf b, berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan dalam rencana keria dan
anggaran SKPD seria palaksanaan Anggaran 1anun 2014,

Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat berulang, jenis dan
satuan keiluarannya jeias dan terukur.

Standar Biaya keluaran Tahun Anggaran 2014 dapat berupa Indeks Biava Keluaran dan
Total Biaya.

Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan
anggaran, Siandar Biaya keluaran Tahun Anggaran 2014 dapail berfungsi sebagai
referensi:

a. Penyusunan prakiraan maju; dan/atau

b. Bahan perhitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2014,

Pasat &

Dalam hal satuan harga yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Kegiatan dan Pembayaran kegiatan fidak tercantum dalam lampiran i Peraturan Bupati ini.
SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertal dengan surat Pemyataan
Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran (PA) / Kuasa
Pengguna Anggaran {KPA).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
merupakan bentuk pertanggungjewaban Pengguna Anggaran {PA)/ Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) atas pengguna satuan biaya fainnya.



3. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana di ksud pada ayat (1),
ditetapkan dala.__fe..__.. 1ly: 3tidak terpisahkan dari Peraturan E  ati ini.

BAB il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora } dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
denaan nenemnatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bu™
pada tanggalsz jauwusr  2e1Yy

Diundangkan di Nanga Bulik
padatanggal ¢ - AF TNy T4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 2432



Lampiran i . Peraturan Bupati Lamandau
Nomor
Tanggal :
Tentang : Siandar Biaya Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Laimandau Tahut

F3

Anggaran 2G14

! 3. Jaga Malam

{ No Uraiar [ Satuan { Biaya (Rp} | Keterangarn g
i " ' ) !
AL | Honorarium  petugas  uniuk merujuk | !
- { !
| pasien ; ! { i
! . 4 . - I [ fo A !
| 1. Perawal/Bidan (semua goiongan) | Orang/Rujukan | Rp. 150.000 g
! : Dom e JUN !
2. Sopir i Crang/Rujukan | Rp. 100.000 g
L. . L. - ! !
B. | Honorarium Jaga bagi tenaga medis, { i i
! " . . ! ! !
| paramedis dan  tenaga penunjang i i
: !
ainnya | |
. ! i !
( 1. Jaga Pagi pada hafi ibur - i ;'
] . e~ | I
i & Tenaga hMedis (Dokter Umum} | Orang/Jaga Rp 50.000 |
- o i . . x -
i 3 b. Para medis {(Ferawat/Bidan; Crang/laga i Rp. 25.000 g
i ! 4 N . ~r ’
{ ; ¢. Anaiis Kesshatan / Tenaga ; Orangliaga Rp. 25.000 |
i . ! !
g Laberatorium i i
; » : . .
g d. Petugas Radiologi/Administrasi | Orang/Jaga Rp 28,000 |
.. . !
Radicicgi ~ i f
e. Nuirisionis/Gizi Crang/laga Rp 25.000 f
!
Y1 f Tenaga Loket Orang/Jaga | Rp.  25.000 |
: I 5. Kasif ' Crang/Jaga Rp. 25000 ]
Operator Genset/Kelistrika Orang/dJaga | Rp.  20.000 ;
| i
[ 1
2 Jaga Sore , ! f
@ a Tenaga Medis {Dokler Umum) : CranglJaga i Rp 50000 f
h. Para medis (Perawat/Bidan) I Orang/Jaga g Rp 20000 !
! ¢ Analis Kesehatan / Tenaga : Orangfdaga | Rp.  20.000 ,
;’ j L aboratorium : f i :
H } ; ! }
: ; d. Petugas Radiclogi/Administrasi : QOrang/laga i Rp.  20.000 ;
i ‘ Radiologi [ s !
I e. Nutrisionis/Gizi : Qrang/laga ! Rp.  20.000 E !
: ! ! ; :
! ! f Tenaga loket | Orang/Jaga I Rp. 20000 % |
I g Kasir ; Orang/Jaga g Rp. 20.000 g
| n. Operator Genset/Kelistrikan | Orang/Jaga | Rp.  20.000 ! !
1 | {
.1 ‘
{
|
g
!
!
|
|
!

: l a Tenaga Medis (Dokter Umum) | Orang/Jaga Rp. 50 000
; b. Para medis (Perawat/Bidan) Orangl/Jaga Rp.  30.000 :
! c. Analis Kesehatan / Tenaga | Orang/jaga Rp.  30.000
Laboratorium
; Rp.  30.000

Radiologi

I
{
|
{  d. Petugas Radioiogi/Administrasi | Orang/Jjaga
!
!
E
!
{

oo ot et < s e







LAMPIRAN il | PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor
Tanggai
Teittang : Fenetapan Standar Biaya Khusus Rumait Sakit Untum Gaerah

{amandau §anun 2014

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Kode dan Nama satuan Keria

“ode dan Nama Kegiatan

Yang bertanda tangan dibawair i, sayva seiaku Fengguna AnggararykKuasa
Penagguna Angaaran. menvatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan
biaya vang digunakan dalam menvusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan atau
nelaksanaan pembayaran *) diluar standar biaya vang ditetapkan oleh Bupati Lamanday

Perhitungan satuan biaya tersebut telgh dilakukan secara profesional, efesien,
efektif, rtansparan dan dapat diperanggung jawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nanga Buik,..........................
Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengaiina Anggaran

Catataii :

*) Diist nama kegtatan



CONTOH SURAT TUGAS RUJUKAN

'ﬂOP SKPD

SURAT TUGAS RUJUKAN

----- A 11
Nomor . ... IPECG-11/RSUD!....120....

NP
Jadalan . ...

2.Nama
NP
Jabatan

ntuK METUjUK pasian Ke RUmali SEKIL ...
Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Lama Penugasa"x ..... (oo jhan padatanggal cooeveeeeeennn.
2. Meiaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD Lamandau

3. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Apabiia dikemudian hari terdapat kekeliruan daiam surat tugas i akan diperbaiki

sehagaimana mestinya.

Nanga Buik,
Direktur RSUD Lamandau

' wupprrooo.or | NamadanTanda Tangan |
i Taie i aniggai i i
| ; Petug:—:s Yar ‘wcn-. ima |
i !
i i
! I
i !
| ! !
i :
! !
i i

*} Diisi dan di cap/stempel tempat tujuan






